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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LANGSA, 

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan pasal 12 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kerja Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan untuk melaksanakan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, 
W alikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong 
Untuk Setiap Gampong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Langsa tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Gampong dan Prioritas Penggunaan 
Dana Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851} 

3 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 1 tentan g 
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4110}; 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286}; i 

5. Undang-Undang ... 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6410) ; 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6735); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Norn% 

11 Tahun ·f 



11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor136); 

18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022; 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah danDana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVJD.19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional tentang Penyaluran Perubahan Kedua 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
peraturan 219/PMK.07 /2020 tentang perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa; 

23. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Langsa Nomor 276); 

24. Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Prioritas Dana GampongDalam Wilayah Kota Langsa Tahun 
2022(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomf 
961). 

MEMUTUSKAN .. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN DANA 
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Langsa. 
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan 

Kota yang terdiri dari W alikota dan Perangkat Kota. 
3. W alikota adalah W alikota Langsa. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya 

disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Gampong Kota Langsa. 

5 . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 
selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat 
BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Langsa. 

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya 
disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Langsa. 

8. Camat adalah pemirnpin kecamatan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

9 . Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada 
dibawah mukim dan dipirnpin oleh Geuchik yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet 
yang merniliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan 
gampong. 

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong 
beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas 
dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. 

12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah 
Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong 
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah Kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyara k a t 
Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan 
efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena 
perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat 
Gampong. 

14. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara 
Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet GamponJ 
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untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
15. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 
sendiri. 

16. Tu.ha Peuet Gampong adalah Unsur pemerintahan gampong 
yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. 

17. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan 
disepakati bersama Tuha Peuet Gampong. 

18. Keuangan Gampong adalah Semua hak dan kewajiban 
Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang 
selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan 
Tahunan Pemerintahan Gampong. 

21. Barang Milik Gampong adalah Kekayaan milik gampong 
beru pa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 

22. Penerimaan lainnya yang sah adalah Penerimaan yang 
diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang 
selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 
6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan 
gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan 
umum dan program disertai dengan rencana kerja. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat 
RKPG, adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun. 

25. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Pilihan 
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada 
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana 
Gampong. 

26. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. 

27. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya 
disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada 
keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang 
bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak 
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 201 9 
(COVID-19) . 

28. SDGs Garn.pong adalah upay a terpadu mewujudkan 
Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong 
ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, 
Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, 
Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan 
Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

29. Tenaga Pen damping Profesional adalah tenaga profesiot 
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yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan 
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas 
pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten 
dan provinsi. 

30. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristikdan 
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong 
maupun keadaan yang berubah berkembang dan 
diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong) . 

31. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki 
kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong 
untukpeningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar­
besarnya kesejahteraan masyarakat gampong dengan 
ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara 
berkelanju tan. 

32. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan 
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 
kemiskinan. 

33. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi 
gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara 
optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 
kemiskinan. 

34. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau 
kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia 
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

35. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang 
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, 
goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak 
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 
ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya. 

36. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi 
Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan 
pemerintahan, pelaksanan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta 
penanggulangan bencana alam dan nonalam. 

3 7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang 
selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang 
melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan 
keputusan Geuchik yang menguasakan sebagian kekuasaan 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. 

38. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang 
berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang 
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG. 

39. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong 
yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan keuangan gampong. 

40. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingka 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negar 
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yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral. 

41. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

42. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat 
RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang 
pemerintahan gampong yang menampung seluruh 
penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada 
bank yang ditetapkan. 

43. Pengeluaran Gampong adalah uang yang keluarkan dari 
APBG melalui RKUG. 

44. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG 
adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak gampong 

45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP2D. 

46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan 
landasan hukum bagi pemerintah kota dalam 
mengalokasikan Dana Gampong. 

(2) Peraturan W alikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman 
dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran, mekanisme 
penggunaan dan prioritas penggunaan Dana Gampong 
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. tata cara penghitungan, pembagian dan penetapan rincian 

Dana Gampong; 
b . tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Gampong 
c. penggunaan; 
d. pemantauan dan evaluasi; dan 
e. sanksi. 
f. ketentuan lain-lain; dan 
g. ketentuan penutup. 
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BAB III 
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA GAMPONG 

Pasal 4 

( 1) Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota 
Tahun Anggaran 2022,dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi dasar; 
b . alokasi afirmasi; 
c. alokasi kinerja; dan 
d. alokasi formula. 

Pasal 5 

(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari 
anggaran Dana Gampong dibagi secara proporsional kepada 
setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk. 

(2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan klasterjumlah penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan 
ketentuan: 
a. Rp 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta 

ssembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi 
Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 
(seratus) jiwa; 

b. Rp 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan 
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi 
Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) 
sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa; 

c. Rp 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh 
ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Gampong dengan 
jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 
1. 500 ( seribu lima ratus) jiwa; 

d. Rp 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh 
belas ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah 
penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 
3.000 (tiga ribu)jiwa; 

e. Rp 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta 
lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan 
jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 
5.000 (lima ribu) jiwa; 

f. Rp 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta 
sembilan ratus ribu rupiah) bagi Gampong dengan 
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan 

g. Rp 790.291.000 (tujuh ratus Sembilan puluh juta dua 
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong 
dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) 
jiwa. 

(3) Kementerian Keuangan 
Perimbangan Keuangan 
Gampong per Gampong. 

c.q. Direktorat 
menetapkan rincian 

Jenderal 
alokasi 



Pasal 6 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Gampong tertinggal 
dan Gampong sangat tertinggal yang merniliki jurnlah 
penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi afirmasi setiap Gampong dihitung dengan rurnus 
sebagai beriku t : 
AA Gampong = (0,01 * DG) / {(2 * DST) + ( 1 * DT)} 
Keterangan: 
AA Gampong 
DG 
DST 

DT 

= 
= 
= 

= 

Alokasi Afirmasi setiapgarnpong. 
Pagu Dana Gampong Nasional. 
Jurnlah Gampong sangat tertingga1 yang 
merniliki jurnlah penduduk rniskin 
tinggi. 
Jurnlah Gampong tertinggal yang 
rnemiliki 
tinggi. 

jurnlah penduduk miskin 

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Gampong tertingga1 yang 
rnemiliki jurnlah penduduk rniskin tinggi dihitung sebesar 1 
(satu) kali Alokasi Afirmasi setiapGampong. 

(4) Besaran Alokasi Afirrnasi untuk gampong sangat tertingga1 
yang rnemiliki jumlah penduduk rniskin tinggi dihitung 
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirrnasi setiapgampong. 

(5) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan: 
a. Rp 119.423.000,00 (seratus Sernbilan belas juta empat 

ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk dessa tertinggal; 
b. Rp 238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta 

delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 
desa sangat tertinggal. 

(6) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal dengan 
jumlah penduduk rniskin tinggi adalah gampong tertingga1 
dan gampong sangat tertingga1 yang ditetapkan oleh 
Kernenterian Keuangan. 

Pasal 7 

(1) Pagu Alokasi kinerja dihitung sebear 4% (ernpat persen) dari 
anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan 
kinerja terbaik. 

(2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) rnerupakan Gampong yang dipilih secara 
proporsional berdasarkan jurnlah Gampong dengan 
persentase sesuai ketentuan yaitu 16% (enam belas persen) 
untuk Kota Langsa dengan jumlah desa 52 (lima puluh dua) 
sampai dengan (seratus) Gampong. 

(3) Penilaian kinerja Gampong terbaik sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) , berdasarkan kriteria utama dan kriteria 
kine rja. 

(4) Kriteria utarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) terdiri 
atas: 
a. bukan Gampong penerirna alokasi afirrnasi; 
b. Gampong berstatus berkernbang, rnaju, atau rnandiri dan 
c. Gampong yang rnelaksanakan BLT Gampong pada tahl 

anggaran 2020. 

(5) Kriteria . 



(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) memiliki indikator wajib dan indikator tambahan 
sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. 

Pasal 8 

( 1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran 
Dana Desa dibagi berdasarkan indikator: 
a. jumlah penduduk dengan bobt 10% (sepuluh persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh 

persen), 
c. luas wilayah gampong dengan bobot 10% (sepuluh 

persen);dan 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat 

puluh persen). 
(2) Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Gampong= {(0,10*21) + (0,40*22) + (0,10*23) + (0,40*24)} 

*AF 
Keterangan: 
AF Gampong 
21 

22 

23 

24 

AF Kota 

= Alokasi Formula setiap Gampong 
= rasio jumlah penduduk setiap gampong 

terhadap total penduduk GampongKota. 
= rasio jumlah penduduk miskin setiap 

gampong terhadap total penduduk miskin 
gampongkota. 

= rasio luas wilayah setiap gampong 
terhadap total luas wilayah gampong kota. 

= rasio 1KG setiap gampong terhadap IKG 
gampong kota. 

= Alokasi Formula nasional. 

Pasal 9 

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh walikota 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
statistik. 

Pasal 10 

Penetapan rincian dana gampong setiap gampong di Kota Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini dan selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan 
Walikota. 

BAB IV I 



BAB IV 
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA GAMPONG 

Bagian Kesatu 
Tahapan Penyaluran Dana Gampong 

Pasal 11 

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, 
dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan 
Januari dan paling lambat bulan juni;dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan 
Maret dan paling lam.bat bulan agustus;dan 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu 
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan juni. 

(2) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana 
Desa untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan. 

(3) Dalam hal kebutuhan dana Gampong untuk BLT Gampong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari 
besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rinian 
APBN tahun anggaran 2022, Dana Gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disalurkan paling tinggi sebesar 
60% ( enam puluh persen) dari pagu dana Gampong setiap 
Gampong. 

(4) Penyaluran dana gampong tahap I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sudah termasuk pendanaan 
kebutuhan Dana Gampong untuk penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Pasal 12 

( 1) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap I 
dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong 
mengenai APBG dari Geuchik dan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Gampong. 

(2) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap II 
dengan syarat berupa: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Gampong tahun anggaran sebelumnya; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Gampong tahap 1 menunjukkan rata- rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 
Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan; 

(3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap III 
dengan syarat berupa: 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75Jo 

(tujuh) r-



(tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II 
yang telah disalurkan;dan 

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Gampong tahun anggaran sebelumnya. 

(4) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan 

J uni berakhir; 
b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan 

agustus berakhir; dan 
c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir 

tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(5) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun 
anggaran 2021 , selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan 
bulan kedua belas tahun anggaran 2021. 

(6) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan wajib disampaikan pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I 
pertama kali disertai dengan daftar RKD. 

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan ayat (3) huruf dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap 
Gampong. 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun 
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian 
keluaran. 

(9) Dokumen persayaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang 
selanjutnya melalui aplikasi online monitoring system 
perbendaharaan dan anggaran Negara (OM-SPAN). 

Pasal 13 

(1) Dana desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan; 
a. Dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan ketiga: 
1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat 1; 
2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua 
belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT 
Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022; 

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas 
Desa layak salur tiap-tiap bulannya; 

4 . Menyampaikan peraturan Geuchik atau keputusan 
Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima 

manfaat BLT Gampong; dan / 

5. Permintaan (°. 



5. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat 
bulan Januari 2022; dan 

b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat 
sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh 
Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan 
penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap 
bulannya, dengan ketentuan; 
1. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat 

sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah 
W alikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketiga; 

2. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat 
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat 
bulan April 2022; 

3. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah 
W alikota melakukan perekaman reralisasi j umlah 
keluarga penerima manfaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai 
dengan bulan keenam; 

4. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling 
cepat bulan Juli 2022; 

5. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan 
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas 
disalurkan disalurkan setelah W alikota melakukan 
perekaman reralisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT 
Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan 
kesembilan; dan 

6. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan 
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas 
diajukan paling cepat bulan Oktober 2022. 

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak 
salur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
melalui aplikasi aplikasi OM-SPAN. 

(3) Kebutuhan dana Gampong untuk BLT dan setiap bulan 
diperoleh dari basil perkalian antara jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam 
aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Gampong setiap 

bulannya. 
(4) Penyaluran dana Gampong untuk BLT Gampong bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimak1 

dalam r 



dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai 
dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir 
bulan Desember 2022. 

(6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana 
Gampong tahap II Tahun anggaran 2023. 

Bagian Kedua 
Persyaratan Penyaluran Dana Gampong 

Pasal 14 

( 1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana 
Gampong kepada W alikota melalui Camat disertai dengan 
kelengkapan administrasi sebagai berikut: 
a. tahap I: 

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I 
se besar 40%; 

2. foto copy rekening dari RKUG; 
3. fotocopy SK dan KTP Geuchik; 
4. fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan; 
5 . surat pemyataan bertanggungjawab; 
6. dokumen APBG Tahun 2021 beserta lampirannya yang 

telah dievaluasi dan klarifikasi oleh pihak kecamatan; 
7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana 

Gampong tahap I yang telah diverifikasi oleh pihak 
gampong; dan 

8. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan 
gampong. 

b. tahap II: 
1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap 

II sebesar 40%. 
2. foto copy rekening dari RKUG; 
3. surat pemyataan bertanggungjawab; 
4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahun 

anggaran sebelumnya (berdasarkan aplikasi 
Siskeudes); 

5. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun 
anggaran sebelumnya; 

6. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana 
Gampong tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak 
gampong; dan 

7. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan 
gampong. 

8. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) 
huruf a dan huruf b;dan 

c. tahap III : 
1. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap 

Illsebesar 20%. 
2. Foto copy rekening dari RKUG; 
3. Surat pemyataan bertanggungjawab; 

4. laporan/. 



4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong 
(berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan dari 
tahap I dan tahap II; 

5. laporan sebagaimana dimkasud pada Pasal 13 ayat (3) 
huruf a dan huruf b; 

6. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun 
berjalan dari tahap I dan tahap II; 

7. laporan capaian Geuchik 
8. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

gampong tahun anggaran sebelumnya; dan 
9. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana 

Gampong tahap III yang telah diverifikasi oleh pihak 
gampong; 

(2) Geuchik mengulangi pengajuan berkas sebagaimana dalam 
ayat (1) huruf a point 2, 3 dan 8 bagi Gampong yang 
mengalami pergantian Geuchik dan Kaur Keuangan. 

(3) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil 
verifikasi do~umen kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan menyerahkan kelengkapan 
berkas kepada DPMG untuk diverifikasi dan evaluasi. 

(4) Kepala DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk penyaluran 
dana gampong dan menyerahkan kelengkapan berkas 
kepada BPKD. 

(5) Kepala BPKD menerima kelengkapan berkas untuk 
mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke RKUG 
masing-masing gampong. 

(6) Dana Gampong yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 
sebelumnya dan apabila dana gampong yang telah 
disalurkan ke RKUG terjadi silpa maka pemerintah gampong 
harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja 
gampong tahun berjalan. 

(7) Dana gampong tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali 
oleh Pemerintah Gampong dalam APBG tahun berjalan 
sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana 
gampong ke RKUG. 

(8) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu 
melengkapi persyaratan diantaranya : 
a. SPP (Surat Perrnintaan Pembayaran); 
b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan 

kegiatan Geuchik sesuai APBG tahun berjalan yang 
ditandatangani keluaran, sekretaris gampong dan kaur 
keuangan gampong; dan 

c. sui:at permohonan Geuchik kepada Walikota melalui 
rekomendasi Kepala DPMG dan camat. 

(9) Kecamatan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil 
verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan menyerahkan kelengkapan 
berkas kepada DPMG untuk dievaluasi. 

(10) DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana 
dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKD agar 
proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong 
sumber APBN tahun lalu. 

(11) BPKD mengeluarkan SPM, SP2D dan memposting dana 
gampong sumber APBN tahun lalu ke RKUG tahun berjal,. 

Pasal 15f .. 



Pasal 15 

(1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong disalurkan 
dengan ketentuan: 
a. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu 

sampai dengan bulan ketiga: 
1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (l);dan 
2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua 
belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk 
BLT Gampong paling lam.bat tanggal 13 Mei 2022; 

3. melakukan penandaan pengajuan penyalluran atas 
Gampong layak salur tiap-tiap bulannya; 

4. menyampaikan praturan Geuchik mengenai 
penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Gampong; dan 

5. permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat 
bulan Januari 2022; dan 

b. Dana Gamponguntuk BLT Gampong bulan keempat 
sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh 
W alikota setelah melakukan penandaan pengajuan 
penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap 
bulannya, dengan ketentuan: 
1. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat 

sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah 
W alikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketiga; 

2 . Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat 
sampai dengan bulan keen.am diajukan paling cepat 
bulan April 2022; 

3 . Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah 
W alikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai 
dengan bilan keen.am; 

4. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling 
cepat bulan Juli 2022; 

5. Dana Gampong unuk BLT Gampong bulan kesepuluh 
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan seelah 
W alikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai 
dengan bulan kesembilan; 

6. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan 
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas 
diajukan paling cepat bulan Oktober 2022. 

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak 
salur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan 
dan anggaran negara. j 

(3) Keubutuhan·("' 



a. program perlindungan sosial berupa BLT Gampong; 
b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan 
c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID 19) di Gampong. 
(2) Besaran Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai 

kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN 
tahun anggaran 2022. 

Pasal 20 

(1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 
(1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk 
keluarga miskin yang termasuk dalam kategori 
kemiskinan ekstrem; 

b. kehilangan mata pencaharian; 
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis 
d. keluarga miskin penerima jaring pengamanan sosial 

lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBK 
dan/atau dari APBN; 

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus 
Disease 2019 COVID- 19 dan belum menerima bantuan; 

atau 
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal 

lanjut usia. 
(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong 

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT 
Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian 
pupuk. 

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat I ( 1) ditetapkan dengan peraturan Geuchik. 

(4) Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (3) paling 
kurang memuat: 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis 

kelompok pekerjaan; dan 
c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
per keluarga penerima manfaat. 

keluarga penerima 
Januari dan dapat 
(tiga) bulan secara 

(6) Pembayaran BLT Gampong kepada 
manfaat dilaksanakan mulai bulan 
dibayarkan paling banyak untuk 3 
sekaligus. 

(7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari 
kebutuhan BLT Gampong sebagimana dimaksud dalam 
pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran ts 

selisih f. 



3. peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Gampong; dan 

b. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan 
keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
1. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong 

bulan keempat sampai dengan bulan keenam 
dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketiga; 

2. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong 
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan 
dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan 
keempat sampai dengan bulan keenam; 

3. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong 
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas 
dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan 
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; 

(2) Geuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah menerima 
pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai 
dengan bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat 
tanggal 16 Desember 2022. 

(3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan 
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu 
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari 
kerja berikutnya. 

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong 
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran 2023. 

(5) Geuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realiasasi 
jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima 
pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 18 

Pemerintah Daerah Kota tidak diperbolehkan untuk 
menambah persyaratan penyaluran Dana Gampong 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

BABV 
PENGGUNAAN 

Pasal 19 

( 1) Pemerintah Gampong wajib 
melaksanakan kegiatan prioritas 
Dana Gampong untuk: 

menganggarkan dan 
yang bersumber dari 

a. program I 



(3) Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap 
bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam 
aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan 
anggaran negara dengan besaran BLT Gampong setiap 
bulannya. 

(4) Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai 
dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir 
bulan Desember 2022. 

(6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana 
Gampong tahap II tahun anggaran 2023. 

Pasal 16 

(1) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun 
anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 
12 ayat (2) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT 
Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas. 

(2) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong 
Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 
12 ayat (2) ditambahkan dokumen persyaratan berupa 
peraturan Geuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga 
penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi criteria 
atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk 
pembayaran BLT Gampong kepada keluarga Penerima 
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan 
pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Walikota 
mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan 
ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan 
keluaran, dan capaian keluaran. 

Pasal 17 

(1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong disalurkan 
dengan ketentuan: 
a . Pe n yaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bula n 

kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah 
Geuchik menyampaikan: 
1. Peraturan Gampong mengenai APBG; 
2. datajumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 

yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampo? 
paling lambat tanggal 06 Mei 2022; 

3. peraturan . 



selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong 
selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan. 

(8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan 
kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih 
kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong 
bulan kesatu. 

(9) Dalam hal teredapat keluarga penerima manfaat BLT 
Gampong sebagimana dimaksud pada ayat (8) meninggal 
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima 
manfaat, Geuchik wajib mengganti dengan keluarga 
penerima manfaat yang baru. 

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima 
manfaat BLT Gampong dan/ata penembahan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahan 
dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam 
peraturan Geuchik. 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Gampong menganggarkan kegiatan ketahanan 
pangan dan hewani sebagimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat ( 1) huruf b dalam APBGampong. 

(2) Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan 
ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik 
dan potensi Gampong. 

Pasal 22 

(1) Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c 
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat Gampong 
a tau pos jaga di Gampong. 

(2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) , memiliki fungsi: 
a. pencegahan; 
b . penanganan 
c. pembinaan; dan 
d . pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Gampong. 
(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di 
Gampong yang yang dilaksanakan oleh Gampong 
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Gubernur dan Walikota penerima dana Gampong 
mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID! 
19) yang di <lanai dari Dana Gampong. 

(5) Pemerintah .. 



(5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian 
anggaran dukungan pendanaan penaganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat 
kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah 
Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan 
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). 

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai 
kegiatan yang menjadi prioritas Gampong. 

Pasal 23 

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berpedoman pada ketentuan 
yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pasal 24 

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana gampong 
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat. 

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 25 

Pemantauan oleh kementerian keuangan sebagaimana 
dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan dan 
keuangan kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan, 
dan/ a tau KPPN, terhadap: 
a. penyaluran Dana Gampong termasuk BLT Gampong; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana 

gampong; 
c. penyampaian laporan konvergensi stunting tingkat 

gampong; 
d. sisa dana gampong di RKUG. 

Pasal 26 

Pemantauan terhadap dana gampong dari RKUN ke RKD 
melalui RKUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) Pemantauan 
dalam Pasal 
mengetahui: 

Pasal 27 

sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud 
25 ayat (1) huruf d dilakukan untj 

a. Besaran l 



a. Besaran sisa dana gampong di RKD hasil rekonsiliasi 
sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai 
dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui 
perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap III tahun 
anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana 
Gampong untuk BLT Gampong; 

b. Besaran sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran 
2019 yang belum selesai diperhitungkan pada 
penyaluran Dana Gampong tahap III sampai dengan 
tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana 
Gampong untuk BLT Gampong. 

c. Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di 
RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran 
Dana Gampong Tahap III setelah dikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa; 

d. Besaran sisa Dana Gampong di RKD hasil Rekonsiliasi 
sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui 
pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi 
hasil tahun anggaran 2021; 

e. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di 
RKD; dan 

f. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di 
RKD. 

(2) Besaran sisa dana Gampong tahun anggaran 2020 di RKD 
yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana 
Gampong tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a , diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong 
Tahap II dan/ atau tahap III Tahun Anggaran 2022. 

(3) Sisa dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi 
umum dan/atau dana bagi hasil anggaran. 

(4) Sisa dana desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali 
ditahun anggaran berikutnya oleh Geuchik dan dilakukan 
perekaman oleh DPMG pada aplikasi OM-SPAN. 

(5) Dalam hal penganggaran kembali oleh Geuchik dan 
perekaman oleh DPMG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Gampong tahun 
anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c diperhitungkan pada tahap III Tahun anggaran 

2022. 
(6) Dalam hal dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak 

mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada 
penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III 
Tahun Anggaran 2023. 

(7) Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2022 di RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dap 
dianggarakan kembali 

Pasal 28 . 



Pasal 28 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
dan ayat (5) dikecualikan bagi Gampong yang mengalami 
bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau 
seluruh: 
a. Dana Gampong; 
b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana 

Gampong; dan/atau 
c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Gampong. 

(3) Walikota menyampaikan surat permohonan pengecualian 
perhitungan sisa Dana Gampong kepada KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong yang paling 
kurang memuat : 
a. Nama dan Kode Gampong; 
b. Peristiwa bencana alam yang dialami; 
c. Waktu kejadian; dan 
d. Akibat bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (2). 

BAB VII 
SANKS! 

Pasal 29 

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa: 
a. Geuchik atau perangkat Gampong melakukan 

penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai 
tersangka; atau 

b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidak 
jelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan 
Gampong. 

(2) Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana 
Gampong non BLT Gampong Tahun Anggaran berjalan 
dan/ atau Tahun Anggaran berikutnya. 

(3) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara 
hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan 
Geuchik dan/ atau perangkat Gampong sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a. 

(4) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) , Geuchik dan/atau perangkat 
Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota 
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran 
Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(5) Penghentian. 



(5) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan; 
a. Surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3); atau 
b . Surat rekomendasi dari kementerian Negara/lembaga 

terkait dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(6) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong 
berdasarkan surat permohonan dari W alikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a atau surat rekomendasi 
dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/ a tau 
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 
b dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT 
Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud 
diterima. 

(7) Dalam hal surat permohonan dari W alikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana 
Gampong tahap III atau Dana Gampong tahap II untuk 
Gampong berstatus Gampong mandiri Tahun Anggaran 
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT 
Gampong untuk Tahun Anggaran 2023 dihentikan. 

(8) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan aayat (6) 
dilakukan melalui naskah Dinas Direktur Jenderal 
Perimbangn Keuangan kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dan Bupati/walikota atau kementerian 
Negara/ lembaga terkait. 

(9) Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan 
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak 
dapat disalurkan kembali ke RKD. 

Pasal 30 

( 1) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a , 
berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada 
tahun anggran berikutnya setelah periode penghentian 
penyaluran Dana Gampong tahun berjalan. 

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c .q. Direktur 
J enderal Perimbangan Keuangan menerima surat 
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Gampong dari walikota paling lambat tanggal 15 Juni 
Tahun Anggaran berjalan. 

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum 
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ata 

putusan .. 



putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) huruf b, 
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat 
Rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Gampong dari Kementerian Negara/ lembaga terkait 
dan/atau walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun 
Anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal surat Surat Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) atau surat Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni 
Tahun Anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan 
untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana 
Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan. 

(6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan 
surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) atau surat Rekomendasi dari Kementerian 
Negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan walikota atau 
kementerian Negara/lembaga terkait. 

Pasal 31 

(1) Dalam hal Gampong tidak menganggarkan BLT Gampong 
sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, 
selisih antara pagu anggaran Dana Gampong untuk BLT 
Gampong yang seharusnya dianggarkan dengan 
kebutuhan Dana Gampong b untuk BLT Gampong yang 
telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD. 

(2) Walikota Langsa melakukan penghitungan besaran selisih 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah melakukan 
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a 
angka 2 . 

(3) Walikota Langsa melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat 
dan Gampong Kota Langsa memberitahukan hasil 
perhitungan besaran selisih sebagaimna dimaksud pada 
ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN kepada 
geuchik. 

(4) Walikota Langsa dapat melakukan realokasi d a na gampong 
antar Gampong dalam wilayah Kota Langsa bersangkutan 
atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dalam hal 
terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung: 
a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem; 
b . program perlindungan sosial berupa BLT gampong; 

c. kegiatan . .. 



c . kegiatan bidang ketahanan 
dan/atau 

d . Kegiatan prioritas lainnya. 

Pasal 32 

pangan dan hewani 

Realokasi Dana Gampong antar gampong dalam rangka 
mendukung kegiatan prioritas lainnya serbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, ditunjukkan 
dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada 
risalah rapat. 

Pasal 33 

Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT 
Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50 % 
(lima puluh persen) dari penyaluran Dana Gampong tahap II 
tahun anggaran 2023. 

Pasal 34 
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikecualikan bagi Gampong yang tidak mendapatkan 
penyaluran Dana Gampong tahun anggaran 2022. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 35 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran dana 
Gampong diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 36 

Ketentuan mengenai: 
a. rincian Dana Gampong setiap gampong sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 sampai dengfan pasal 10 tahun 
anggaran 2022; 

b. contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana 
Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) 

dan ayat (2); 
c. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 ayat (1) dan 

ayat (2); 
d. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting 

tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 
18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 ayat (1) dan ayat (2); 

e. contoh format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 18 ayat 14; 
f. contoh format lembar konfirmasi penerimaan; dan 
g. yataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian 

perhitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud 
dalam pasak 28 ayat (3), tercantum dalam lampiran yanJ 

merupakan ·r 



merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri 
ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

( 1) Peraturan W alikota Langsa Nomor 4 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota 
Langsa Tahun 2019 Nomor 759) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota 
Langsa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, 
Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing 
Gampong Dan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Di 
Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa 
Tahun 2021 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Langsa Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian 
Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong Dan 
Prioritas Penggunaan Dana Gampong Di Kota Langsa 
Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 
Nomor 927) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan m1 dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Langsa. 

Diundangkan di Langsa 
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M 

26 Jumadil Awal 1443 H 

RAH KOTA LANG~ 

SAID MAHDUM MAJID 

Ditetapkan di Langsa 
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M a 26 Jumadil Awal 1443 H 

/ WALIKOTA LANGSA, f-
.. 

USMAN ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA LANOSA TAHUN 2021 NOMOR 971 



NO NAMA GAMPONG ALOKASI DASAR 

1 2 3 
I KECAMATAN LANGSA TIMUR 

1 Buket Medana Ara Rn 540.725.000 
2 Matana Seutui Rn 540.725.000 
3 Buket Pulo Rn 478.334.000 
4 Matana Panvanv Rn 540.725.000 
5 SimnanvWie Rn 478.334.000 
6 BuketRata Rn 478.334.000 
7 Buket Meutuah Rn 540.725.000 
8 Alue Merbau Rn 603.117.000 
9 Matana Cenaai Rn 540.725.000 
10 Seunebok Antara Rn 540.725.000 
11 Alue Pineunv Rn 603.117 .000 
12 Sukareio Rn 603.117 .000 
13 Cinta Raia Rn 540.725.000 
14 Sunvai Luenv Rn 603.117.000 
15 Alue PineunuTimue Rn 540.725.000 
16 Kana Rn 540.725.000 

II KECAMATAN LANGSA BARAT 
1 Lhok Banie Rn 665.508.000 
2 PB. Teunaoh Rn 603.117 .000 
3 PB. Beuramo Rn 603.117.000 
4 Simnana Lhee Rn 540.725.000 
5 Seuriuet Rn 603.117.000 
6 Matanu Seulimenu Ro 727.900.000 
7 Sunvai Pauh Rn 727.900.000 
8 Kuala Lanusa Rn 603.117 .000 
9 Teul<>0 a Tuiuh Rn 603.117 .000 
10 Serambi Indah Rn 540. 725.000 
11 Sunaai Pauh Pusaka Rn 603.117.000 
12 Sunaai Pauh Tanionu Rn 603.117 .000 
13 Sunaai Pauh Firdaus Rn 603.117.000 

III KECAMATANLANGSAKOTA 
1 Teun°oh Rn 727.900.000 
2 Peukan Lanasa Rn 540. 725.000 
3 Jawa Rn 727.900.000 
4 Pava Buiok Blana Pase Rn 665.508.000 
5 Blana Rn 665.508.000 
6 Alue Beurawe Rn 665.508.000 
7 Daulat Rn 540.725.000 
8 Meutia Ro 603.117 .000 
9 Blanu Seunibonu Ro 603.117.000 
10 Tualann Teunaoh Rn 665.508.000 

DANA GAMPONG SUMBER APBN 
DALAM WILAYAH KOTA LANGSATAHUN 2022 

ALOKASI FORMULA ALOKASI AFIRMASI 

4 5 

Rn 138.617.000 Rn 
Rn 121.716.000 Rn 
Rn 153.588.000 Rn 
Rn 141.056.000 Rn 
Rn 139.762.000 Rn 
Rn 164.263.000 Rn 
Rn 144.557.000 Rn 
Rn 121.347.000 Rn 
Rn 136.367.000 Rn 
Rn 106.891.000 Rn 
Rn 90.813.000 Rn 
Rn 110.954.000 Rn 
Rn 155.582.000 Rn 
Rn 114.760.000 Rn 
Rn 104.352.000 Rn 
Rn 94.519.000 Rn 

Rn 181.097.000 Rn 
Rn 146.973.000 Rn 
Rn 144.853.000 Rn 
Rn 149.575.000 Rn 
Rn 151.761.000 Ro 
Rn 276.548.000 Rn 
Rn 207.403.000 Rn 
Rn 158.505.000 Rn 

- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 

- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Rn 
- Ro 
- Rn 
- Ro 

Rn 245.747.000 Rn 119.423.000 Rn 
Rn 131.085.000 Rn - Rn 
Rn 193.020.000 Rn - Rn 
Ro 206.879.000 Rn - Rn 
Rn 118.910.000 Rn - Rn 

Rn 207.099.000 Rn -_RP-
Rn 2 13.138.000 Rn - Rn 
Rn 195. 704.000 Rn - Rn 
Rn 153.483.000 Rn - Rn 
Ro 178.729.000 Rn - Rn 
Rn 202.774.000 Rn - Rn 
Rn 109.303.000 Rn - Rn 
Rn 139.924.000 Rn - Rn 
Rn 126.266.000 Rn - Ro 
Rn 141.321.000 Rn - Rn 

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA LANGSA 
NOMOR 50 TAHUN 2021 
TANGGAL 31 Desember 2021M 

26 Jumadil Awai 1443H 

ALOKASI KINERJA TOTAL 

6 7 

241.906.000 Rn 921.248.000 
- Rn 662.441.000 
- Rn 631.922.000 
- Rn 681.781.000 
- Rn 618.096.000 
- Rn 642.597.000 
- Rn 685.282.000 
- Rn 724.464.000 
- Rn 677.092.000 
- Rn 647.616.000 
- Rn 693.930.000 
- Rn 714.071.000 
- Rn 696.307 .000 
- Rn 717 .877 .000 
- Rn 645.077 .000 

241.906.000 Rn P.77 .150.000 

- Rn 846.605.000 
- Rn 750.090.000 
- Rn 747.970.000 
- Rn 690.300.000 
- Ro 754.878.000 

241.906.000 Rn 1.246.354.000 
- Rn 935.303.000 
- Rn 761.622.000 
- Rn 968.287 .000 
- Rn 671.810.000 
- Rn 796.137.000 

241.906.000 Rn 1.051.902.000 
- Rn 722.027 .000 

- Rn 934.999.000 
- Rn 753.863.000 
- Rn 923.604.000 
- Rn 818. 991.000 

241.906.000 Rn 1.086.143.000 
- Rn 868.282.000 
- Rn 650.028.000 
- Rn 743.041.000 
- Ro 729.383.000 
- Rn 806.829.00fl 

7 



1 2 3 4 5 6 I 7 

IV KECAMATANLANGSALAMA 

1 Pondok Kemuning Rp 665.508.000 Rp 151.659.000 Rp - Rp - Rp 817.167.000 
2 Seulalah Rp 665.508.000 Rp 155.345.000 Rp - Rp - Rp 820.853.000 
3 Pondok Pabrik Rp 603.117.000 Rp 129.244.000 Rp - Rp - Rp 732.361.000 
4 Sidodadi Rp 665.508.000 Rp 131.097.000 Rp - Rp - Rp 796.605.000 
5 Sidorejo Rp 665.508.000 Rp 167.808.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 1.075.222.000 
6 Baro Rp 603.117.000 Rp 120.040.000 Rp - Rp - Rp 723.157.000 
7 Meurandeh Rp 603.117.000 Rp 132.670.000 Rp - Rp - Rp 735.787.000 
8 Asam Peutik Rp 603.117.000 Rp 136.834.000 Rp - Rp - Rp 739.951.000 
9 Baroh Langsa Lama Rp 665.508.000 Rp 153.968.000 Rp - Rp - Rp 819.476.000 
10 Seulalah Baru Rp 603.117 .000 Rp 145.543.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 990.566.000 
11 Sukajadi Kebun Ireng Rp 540.725.000 Rp 146.038.000 Rp - Rp - Rp 686.763.000 
12 Meurandeh Tengah Rp 603.117.000 Rp 224.944.000 Rp - Rp - Rp 828.061.000 
13 Meurandeh Dayah Rp 540. 725.000 Rp 96.503.000 Rp - Rp - Rp 637 .228.000 
14 Meurandeh Aceh Rp 540.725.000 Rp 150.944.000 Rp - Rp - Rp 691.669.000 
15 Batee Puteh RP 540.725.000 Rp 118. 785.000 Rp - Rp - Rp 659.510.000 

V KECAMATAN LANGSA BARO 

1 Timbang Langsa Rp 603.117.000 Rp 168.894.000 Rp - Rp - Rp 772.011.000 
2 Alue Dua Rp 727.900.000 Rp 164.626.000 Rp - Rp - Rp 892.526.000 
3 Birem Puntong Rp 665.508.000 Rp 171.341.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 1.078. 755.000 
4 Paya Bujok Seuleumak Rp 790.291.000 Rp 296.352.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 1.328.549.000 
5 Pondok Kelapa Rp 603.117.000 Rp 114.124.000 Rp - Rp - Rp 717.241.000 
6 Karang Anyar Rp 665.508.000 Rp 168.654.000 Rp - Rp - Rp 834.162.000 
7 Paya Bujok Tunong Rp 727.900.000 Rp 171.963.000 Rp - Rp - Rp 899.863.000 
8 Geudubaniz: Jawa Rp 665.508.000 Rp 155.274.000 Rp - Rp - Rp 820.782.000 
9 Geudubang Aceh Rp 665.508.000 Rp 160.733.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 1.068.147.000 
10 Alue Dua Bakaran Batee Rp 665.508.000 Rp 151.232.000 Rp - Rp 241.906.000 Rp 1.058.646.000 
11 Lengkong Rp 603.117.000 Rp 143.370.000 Rp - Rp - Rp 7 46.487 .000 
12 Sukaiadi Makmur Rp 540.725.000 Rp 148.467.000 Rp - Rp - Rp 689.192.000 

JUMLAH Rp 40. 180.054.000 Rp 10.195.693.000 Rp 119.423.000 Rp 2 .660. 966.000 Rp 53.156.136.000 

ft'KOTA LANOSA, i 
---~ ) -

USMAN ABDULLAH 



LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA LANGSA 
NOMOR 50 TAHUN 2021 
TANGGAL 31 Desember 2021M 
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B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

(KOP SURAT) ...... . (l) 

t 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

. . ........... ... ......... ... ........................................... (2) 

Bupnti/Wali Kota ........... .. ......... ... .............. ... ... (3) 

...... ... ... ... ........................................................ (4) 

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa 

Dengan ini memberikan Kuasa kepada: 

Nama 

Alamat 

Kepala KPPN ......................... ....... ........ ........... (5) 

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa 

.. ................... .. ........ . ... .. . ....... ........ ......... ........ . (6) 

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan 
Dana Desa tersebut berdasarkan pennintaan penyaluran yang dinjukan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening 
Kas Desa terlampir. 

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .................... .......... .......... ..... (7) 

Tanggal .... ... ......... ... .......... (8) 

"""\ Materai 

D~~~s J Rp.10.000,-"'1--------' 
······· ······· · ······· · ····· · ··· (9) 

········ ............... .. ...... ..... ......... ... .. ........ ...... .... . ... .... (10) 



PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA 

NOMOR URAIAN ISIAN 

( 1} Diisi kop surat kabupaten/ kota tersebut 

(2) Diisi nama pemberi kuasa 

(3) Diisi nama kabupaten/ kota pemberi kuasa 

(4) Diisi alamat pemberi kuasa 

(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa 

(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa 

(7) Diisi tahun anggaran berja lan 

(8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa 

(9) Diisi tanda tangan (bupati/wali kota) 

(10) Diisi nama penanda tangan (bupa ti/ wali kota) 



.. 
C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

p3gu Desa Rp --

Rel<cning 

I 2 URAIAN 

• b C • b C d 

II) 171 

4 PENOAPATAN 

4 2 TRANSFER 

4 2 I DANA DESA 

JUMLJ\H PENDAPATAN 

5 BELJ\NJA 

I BIDANG PENYELENGGARAAN 
PEMERJNTAHAN 

I l SUB BIDANG .... 

l l 0 KEOIATAN ...... 
I 

I l 0 dst ..... 
2 

2 BIDANG PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

2 l SUB BIDANG ..... 

2 1 0 KEGlATAN ...... 
I 

2 I 0 dst. .... 
2 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

TAHAP ............ TAHUN J\NGGARAN 

URAIAN 
KELUARAN 

(3) 

PEMERJNTAH DESA 

KECAMATAN 

KABUPATEN/KOTA ........... . 

CARA ANCCARAN 
VOWME 

KELUARAN PENCA 
01\AN 

Rp. 

141 (5) (6) 

REI\LI 
SAS! 

SJSA 
%CI\PIIIAN 
KELUARAN 

Rp Rp. 

(7) (81 • 19) 
(6) - (7) 

TENAGA 
KERJA 

DURASI VPAII KPM BLT 
KET 

Orang Httri Rp Kl( Rp 

110) (111 (12) (13) (141 (151 

' 



Rckt:ning 

ANCCARAN 
REALI 

SIS/\ 
TENAGA 

CARA SASI KERJA 
DURASI UPAH K PM BLT 

URAIAN VOI.UME %CAPAIAN 
I I 2 URAIAN KELUARAN KELUARAN 

PENG/\ KET 
DMN KEI.UARAN 

• b C . b C d Rp. Rp. Rp. OrAng flo.ri Rp KK Rp 

ii) 121 131 lql 15) 16) 171 
181 • 

(91 110) il l) (121 (131 (141 (151 (6) -(7) 

3 BIDANG PEMBINMN 
KEMASYARAKATAN DESA 

3 I SUB BIDANG ..... 

3 I 0 KEGIATAN ...... 
1 

3 l 0 dst •.... 
2 

4 BIDANG PEMBERD/\YAAN 
KEM/\SYARAKAT/\N DESI\ 

4 1 SUB BIDANG ..... 

4 I 0 KEGIATAN ...... 
l 

4 I 0 dst ..... 
2 

5 BIDANG PENANGGULANGAN 
BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 
MENDESAK DESI\ 

5 I SUB BIDANG PENIINGGULANGAN 
BENCANA 

5 I 0 PENANGGULANGAN BENCANA 
0 

5 I 0 5 4 Bclanja Tak Terduga 
0 

5 I 0 5 4 I Belanja Tak Terduga 
0 

5 I 0 5 4 I 0 Beln.njo Tak Terduga 
0 I 

I. Stcrilisasl fasilitas umum dan 
fasilitll.s sos,al ~•a •) 
2. Penycdiaan Obat-obatan ') 

' 



R~kcnm~ 

ANGGARAN 
REALI 

SISA 
TENAGA 

I 
CARA SASI DURASI UPAH KPM BLT 

URAJAN VOLUMI:: % CAPAJAN KERJA 
I 2 URAIAN Pl::NGA KET KELUARAN KELUARI\N 

01\AN 
KE:LUARAN 

• b C • b C d Rp. Rp. Rp. Orang Hui Rp KK Rp 

(I) 12) 131 (41 15) (6) (71 
(8) B 

(9) {10) 1111 1121 {13) (14) (JS) 
(6) - {7J 

3. Pcmbuatan Ruang lsolns1 
Dm/Karantina Mandiri •1 
4. Pcnycdiaan Alat Pcrlindungan Diri 
(Masker, APO untuk Relawan, dst) •J 

5. Pembu ata n Antiseptik (lwnd 
sanitizer)/D1sinfektan 'I 
6. dll 'J 

5 2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT 

5 2 0 KEADMN DARURAT 
0 

5 2 0 5 4 Bclrutja Tnk Tcrdugn 
0 

5 2 0 5 4 I Belnnja Tak Tcrduga 
0 

s 2 0 5 4 1 0 Bclnrun Tak Tcrdugo 
0 I 

s 3 SUB BIDANG KEIIDAAN MENDESAK 

s 3 0 KEADAAN MENOESAK 
0 

s 3 0 s 4 Belanja Tak Terduga 
0 

s 3 0 s 4 I Bclo.nja Tak Tcrduga 
0 

s 3 0 s 4 l 0 Belnnjn Tak Tcrduga 
0 I 

I. Bantuan Langsung Tuna! (BLT) 'I 

i 



Rcl:cmng 

I 2 URAIAN 

& b C • b C d 

(11 (21 

BLT Bulan Pertama 

BLT Bu lan ke ...... dst 

6 PEMB!AYMN 

6 2 Penge.luaran Pemb,ayaon 

6 2 2 Penyertaan Modal Desa 

6 2 2 l Pcnyertaan Modal Desa 

JUMl.AH PEMBIAYMN 

JUMLAH 

(PENDAPATAN BELANJA 
PEMBIAYAAN) 

•1 Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiata.n. 
••) Kepaln DPMD/ DPMK dapat menandotangani laporan untuk 

Desa yang lokasinya sulit terjangkau. 

CARA 
URAIAN VOLUME 

KELUARAN KELUARAN 
PENO/\ 
DAAN 

(31 ,., (SI 

-

REALI TENIIOA ANGGARAN 
SASI 

S1S11 
KERJA 

DURA SI UPAH KPM DLT 
¾ CAPA1AN 
KELUARAN KET 

Rp. Rp. Rp. Orang Hori Rp KK Rp 

(6) (7) 
(8 )-

(9) (10) (11) (12) ( 13 ) (14) (15) (61 - (7) 

. .... .... .....• ···· ·· ··············2022 

Kepala Dcsa/ Kcpala DPMD/DPMK••J 

( ...... ...................... ) 

1( 



PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

NOMOR URAIAN ISIAN 

1 Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes 

2 Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
menggunakan Dana Desa 

3 Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Conteh: Pembangunan Jalan 

4 Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terditi jumlah dan 
satuan keluaran. Conteh: 500 meter 

5 Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Conteh: swakelola, kontraktual 

6 Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah 

7 Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah 

8 Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan 
Rupiah 

9 Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

a. Kegiatan pem bangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung 
sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto 

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: 

- Penye!esaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar 
belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 
30%· 

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan 
konfirmasi pene:aiar, sebesar 50%; 

- Kee:iatan telah terlaksana, sebesar 80%· dan 
- Laooran Pelaksanaan Kecia tan dan Foto sebesar 100% 

10 Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program cash for work 
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa. 

11 Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial 
program Bantuan Langsung Tonai kepada keluarga penerima manfaat 
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Oarurat Dan Mendesak Desa. 

12 Kolom (1 5) dtisi dengan keterangan. Conteh: berapa keluaran yang telah 
terlaksana (kuantitas) 



D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTINGTINGKAT DESA 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) 

KABUPATEN ; KECAMATAN : 
DESA : TAHUN : 

TABEL l. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) 
JUMLAH TOTAL !BU HAMIL ANAK O - 23 BULAN 

SASARAN RUMAI-I TANGGA GIZI KURANG/ 
TOTAL KEK/RESTI TOTAL 

1.000 HPK GIZI BURUK/ STUNTING 

JUMI..AH 

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING, 

SASARAN JUMLAH TOTAi, HIJAU I KUNING I MERAH 
ANAK USIA O - 23 BUl-AN (NORMAL) (RESlKO S'J'UNTING) (TERlNDIKASI STUN11Nvl 

JUMI.J\H I I 

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSJ PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK 

SASARAN INDIAKTOR J UMLAH % 

l PERlKSA 4 KAU SELAMA KEHAMJLAN 

2 MENOAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARl 

3 IBU BERSALIN MENDAPAT I..AYANAN PEMERIKSMN NIFAS 3 KALI 

4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL4 KALI 
IBU HAMIL 

5 IRII HAMIi. (KEK/ RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN 

6 RUMAH TANGOA !BU HAMIL ME!llllLIKI AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA !BU HAMIL ME:MILIKI JAMBAN LAYAK 

8 MEMIL!Kl JAMJNAN KESEHATAN 

I ANAK USIA <12 BUI.AN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENOKAP 

2 DITlMOANO BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN 

3 DIUKUR PANJANG/TINOGI BADAN 2 KAW DAI.AM SETAHUN 

ORANG TUA/PENOASUH MENGIKUTI KONSELING OIZJ BULANAN 
LAKJ-1..AKII TOTAL 

4 I 
ANAK USIA 5 KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANO/STUNTING 

0 -23 BULAN 
(0-2 TAHUN) 6 RUMAH TANGGA ANAi{ 0-2 TH MEMILIKJ AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN 1..AYAK 

8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN 

9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/Pl!:NGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUDJ 

ANAK 
I ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEOIATAN PAUD MINIMAL 80% 

>2-6 TAHUN 

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA 
JUMLAH lNDIKATOR 

SASARAN SEHARUSNYA TINGKAT KONVERGENSI 
NO YANG DITERlMA DITERIMA 

I IBU HAMIL 

2 ANAK 0-23 BUI.AN 

TOTAL TINOKAT KONVERGENSI DESA 

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING 
Kl!:OIATAN 

TOTAL KHUSUS PENCEG/\HAN STUNTING 
NO BIDANO/KEOIATAN ALOKASI DANA ALOKASIDANA % (PERSl!:N) 

I BIDANG PEMBANCUNAN DESA 

2 BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 



E. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA 

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA ..... . 

TAHUN ANGGARAN 20 ... 

DETIL 
ALAMAT NAMA 

NOMOR NAMA KODE NAMA KODE NAMA 
NPWP KANTOR KECAMATAN PROVINS! PEMILIK 

REKENING CABANG POS 
NO. BANK 

REKENfNG 
DESA DESA 

DESA 
BANK 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) (12) 

I I 

............. . .. .............. (13) 

········· · ··· ······(14) 

.... ............... (15) 

....... (16) 

7, 



NOMOR 

(!) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

URAIAN ISIAN 

Diisi nomor urut 

Diisi nomor kocle desa 

Diisi nama desa 

PETUNJUK PENGISIAN 
DAFTAR REKENING KAS DESA 

NOMOR URAIAN JSIAN 

(11) Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada 

(12) Diisi kode pos alamat dcsa tcrscbut berado 

(13) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersanglcutan (14) Diisi jabatan penanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi pcrangkal Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan mnsyarakat Dcsa berdasarkan penunjukan 
bupal/wali kota) 

Di1si alamal kantor dcsa (I 5) Diisi tanda tangan 

(paling rcndah oleh pimpino.n organisasi perangl<at Daerah yang menyelcnggarakan urusan 
pengelolaan keuangnn Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 
bupal/wali kota) 

Diisi nama kecamata.n wilayah desa tersebut berada (16) Diisi nama penanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan orgarusasi perangkat Daerah yang menye.lenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 
bupnt/wali kota) 

Diisi namn provinsi wilayah desa tersebut berada 

Diisi nama bank rekening kas desa tersebut 

Diisi namn rekening kas desa tersebut 

Diisi nomor rekeni:tg kas dcsa tersebut 

,f 



F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN 

No. 
1. 

(KOP SURAT) ....... (1) 

............... , ······· · ···········(2} 

Kepada: 
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
di 
Tempat 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR: ................. ........ (3) 

Uraian Jumlah Dokumen 
Bersama ini disampaikan 
dokumen persyaratan 
penyaluran BLT Desa 1 berkas 
bulan .... s.d. bulan .... /Dana 
Desa tahap .......... (4)*), dengan 
rincian sebagai berikut: 
a ... .... ............................... (5); 
b ..................................... . 
c. Dst 

Keterangan *) 
Dilampiri dengan 

kertas kerja 
(worksheet) 

penghitungan 
rincian Dana 

Desa setiap Desa 
hasil cetakan 

aplikasi Online 
Monitoring 

Sistem 
Perbendabaraan 
dan Anggaran 

Negara (OMSPAN} 
yang 

ditandatangani 
oleh 

penandatangan 
surat pengantar 

2. Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran substansi data dan 
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung 
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang 
disampaikan. 

Tempat, Tanggal ... .. 

········· ··· ···· ·· ··· ·· ·········· ........ , ................ ...... .. .. ....... ... (6) 

..... ... ... ............. ...................................................... (7) 

.. .......... ...... .. ... .... ................. ... ' .... .. .. ... .. ...... ........... (8) 

') Dipilih salah satu penyaluran 81..T Desa atau Dana Desa di luar BLT Desa 
**) Khusus tahap I 



PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN 

NOMOR URAIAN ISIAN 

( 1) Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut 

(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 

(3) Diisi nomor pembuatan surat 

(4) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran 

(5) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan 
tahapannya 

(6) Diisijabatan penanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 
bupat/wali kota) 

(7) Diisi tanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 
bupat/wali kota) 

(8) DHsi nama penanda tangan 

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan 
bupat/wali kota) 



G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI 
REKENING KAS DESA 

Telah 
terima 
dari 

Untuk 
keperluan 

Dengan 
rincian 

TAHAP 

(3) 

{KOP SURAT) ....... (1) 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota 

Penyaluran Dana Hasil Pernotongan DI.I.Ila De::;a Tahun Anggaran 2022 

Kabupaten/ Kota .............................. ........................... . ... .... . .. ... ..... (2) 

TANGGAL DITERIMA JUMLAH 

(4) (5) 

TERBILANG 
(dengan huruf) 

(6) 

Dana tersebut telah diterirna pada: 

Nomor Rekening 

Nama Rekening 

Nama Bank 

··············· · ······ · ·· ···• ·· · ········ · ········· ···· ·· ··· · ·· · ·· ···· ············(7) 

······ ······················ ······ ···· ············ ······· ·· ········ .. .. .......... (8) 

·· · ·· ·· ······ · ·· ·· · .............................................................. (9) 

langgal ..... ... ...................... ... (10) 

······ ············ ...... ...... ...... ... ......... ............................... (11) 

Cap "\ 
Dinas J 

Materai 

Rp.10.000,· ······ ····· · ········· ····· ·····(12) 

·····= ············ ··········· ············ ··········· ···· ········· ········(13) 



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA 

D1 REKENING KAS DESA 

NOMOR URAIAN ISIAN 

( 1) Diisi kop surat Desa tersebut 

(2) Diisi narna kabupaten/kota penerima penyaluran dana 
pemotongan Dana Desa 

(3) Diisi tahapan penyaluran 

(4) Diisi tanggal dana diterima 

(5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka) 

(6) Diisi jumlah dana yang diterima (dalarn huruf) 

(7) Diisi nomor rekening penerima dana 

(8) Diisi nama rekening penerima dana 

(9) Diisi nama bank penerima dana 

(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 

(11) Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa) 

(12) Diisi tanda tangan (kepala Desa) 

(13) Diisi nama penanda tangan (kepala Desa) 

hasil 



H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA 

KOP SURAT ........ (1) 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

PERMINTAAN PENGECUAUAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Kepala Desa ................ .. 

(2) 

(3) 

(4) 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Desa ............ (5) yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari 

perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam. 

2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp ........ (6) 

(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang. 

3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan 

berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia 

mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya . 

.... ............ (7), .................. . 

Kepala Desa ........................ (8) 

METERAI 
Rpl0.000 

...................... (9) 



NOMOR 

PETUNJUK PENGISlAN 

URAlAN' ISIAN I 1---(-1 )--t-D-u-·s_i_k_o_p-sur_a_t_D-es-a- te_r_s-eb_u_t _ ____________ _ - · JI 

l----+----- - ------------(2) Diisi dengan nama Kepala Desa 

(3) 

(4) 

1 Diisi dengan nama Desa tempat menjabat -

Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala- Desa 

(S) Diisi dengan nama Desa 

1--(6_)_-+_D_i_is_i_d_e_n_g_an_ j_u_ml_ah_D_a_n_a_D_e_s_a _ ________________ J 
(?) Diisi nama Kota dan tanggal pemUJdatanganan I 
(8) Diisi dengan nama Desa _J 

l (9) Diisi nama Kepala Desa I 

; I 


